BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 56 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN KOORDINATOR, STAF
ASISTEN KOORDINATOR, SPESIALIS KREDIT MIKRO DAN FASILITATOR TINGKAT
KABUPATEN DAN TINGKAT DESA PADA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas

koordinator dalam mengoptimalkan program peningkatan
keberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis
dipandang perlu menunjuk asisten koordinator dan staf asisten

coordinator;

. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam menyiapkan

data keuangan, perlu diangkat Spesialis Kredit Mikro (SKM);

bahwa dalam rangka menpoptimalkan program peningkatan
keberdayaan masyarakat desal/kelurahan serta penyelesaian
permasalahan secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi
pendamping desa/kelurahan serta koordinator di kabupaten
Bengkalis perlu ditunjuk koordinator daerah, asisten koordinator
daerah dan pendamping desa provinsi sebagai fasilitator tingkat

kabupaten, dan fasilitator tingkat desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

b, dan c diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkalis
tentang Tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi spesialis kredit
mikro, asisten koordinator, staf asisten koordinator dan fasilitator
pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah ;



‘ f2\.f’Undang Undang ‘Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
G Keuangan Negara/Daerah | o |
3. ‘Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 teniang Perbendaharaan |

- Negara; | | |
,.:4.'[Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan“

» Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; L
5, jUndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
'-Daerah sebaga|mana telah beberapa dlubah terakhir - dengan
'Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua | '

3 Atatas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

i
: i

Daerah; .
6. ‘Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan |
o : ”Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah; i

7. ,Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
- ‘;‘Peraturan Perundang- undangan ‘ . |

8. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005 tentanvg Standar |

- 'AkuntanSI Pemerintahan; .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005i tentangvD‘ana

Perlmbangan o : - |
) '10 Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

~ Informasi Keuangan Daerah; , B |
1. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

12. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |

| Daerah e , .
13 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

~Keuangn dan Klnerja Instansi Pemenntahan

‘  -14 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
~ Urusan Pemerlntahan antara Pemerlntah Pemerlntahan Daerah
Prov1n3| dan Pemerlntahan Daerah. Kabupaten/Kota ,

15, Peraturan Menten dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang

' Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah

‘ _dlubah dengan peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun o

2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam |
~Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
~ Keuangan Daerah TN - | B

N 16 Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 55 Tahuh 2008 tentang ‘
| Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan PértangQUng o
jawaban Bendahara serta Penyampalannya ‘ o




~ Menetapkan f_:PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA ";jfj]jy[ -

Dalam Peraturan Bupat| ini yang dlmaksud dengan i
S
2.

‘, Penyelenggara Pemerlntahan Daerah

: Bupat| adalah Bupatl Bengkalls ‘

Lo
s .
.V“
,la

' "";17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor o7 Tahun 2008

_tentang Penyelenggaraan ‘ Urusan , Pemerlntahan - Daerah

Kabupaten Bengkahs

: ;18 Peraturan Daerah: Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 o

e tentang Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan‘Daerah

MEMUTUSKAN

; 'jPELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI ASISTEN KOORDINATOR %
~ STAF ASISTEN KOORDINATOR SPESIALIS KREDIT MIKRO DAN
-FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT DESA PADA |
’vPROGRAM PENINGKATAN i KEBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA/KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS SERTA BESARAN

| BANTUAN TUNJANGAN PENGHASILAN BEBAN KERJANYA

 BpBl
KETENTUAN UMUM

B Pasa|1

Daerah adalah Kabupaten Bengkalls Clpleie ]

,Pemerlntah Daerah adalah Bupatl Bengkalls dan Perangkat Daerah sebagan unsur

4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawah| W|Iayah Desa/Kelurahan '

5.‘; fPemenntahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan oleh Pemerlntah L -

~ Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa daIam mengatur dan mengurus kepentmgan

- masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat |st|adat setempat yang dlakUI 3

R ‘Penyelenggara Pemerlntahan Desa."

‘Umum dan Petunjuk Teknls pendamplng desa ‘yang terdln dan pendampmg desa . S
,bldang ekonom| dan pendamplng desa bldang pembangunan yang bekerja di wilayah et

Bengkalis.

_ﬁdan dlhormatl dalam Slstem Pemerlntahan Negara Republlk |ndoneSIa
Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal Unsur'_‘ L

g

. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya dlsmgkat BPD adalah Iembaga yang . .
_f:merupakan perwu1udan demokraS| dalam penyelenggaraan pemerlntahan desa :

K~sebaga| unsur- penyelenggara pemerlntahan desa B r : o
' Pendamplng Desa petugas yang “ditunjuk untuk memfasmtasn keglatan pemberdayaan

masyarakat dan pengelolaan Dana Usaha Desa/KeIurahan sesual dengan Pedoman £

fv'kerja masmg masmg sesual dengan Surat Keputusan darl Pemenntahan Kabupaten




9

(

o L |
Pendamplng Desa Bldang Pembangunan selanjutnya ;jlsebut Pendampmg‘
Pembangunan yaltu mereka yang telah dlselek31 dan dlangkat dengan ‘Keputusan
Bupat| serta dlbenkan penghasﬂan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan
tugas untuk mendamplngl Pemenntahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam

”.merencanakan melaksanakan mengawasn mengevaluas: dan melaporkan seluruh

)

tahapan keglatan Pembangunan desa ST ~ i

10 Pendamplng Desa Bldang Ekonoml selanjutnya dlsebut Pendamplng Ekonoml, aitu

mereka yang telah duselek3| dan dlangkat dengan Keputusan Bupatn serta diberikan

'oipenghasﬂan sesua| dengan ketentuan yang berlaku dengan tugas untuk

L perekonomian di Desa.
11

mendamplngl desalkelurahan dalam memngkatkan kemampuan kelembagaan

I

Koordinator Pendampmg Desa Tlngkat Kabupaten selanjutnya d:sebut Koordlnator
,Kabupaten yaltu mereka yang telah dlselek3| dan dlangkat dengan Keputusan Bupatn

o dan dlbenkan penghasnlan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tugas

sebagal koordlnator semua keglatan pendampmgan dlsemua desa dan Kecamatan

. dalam wnlayah kabupaten dan berkewajlban membenkan advokasu blmblngan

; motlva3| pengawasan evaluaS| dan melaporkan semua keglatan pendamplngan

e kepada Bupati melalun Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan

- Desa Kabupaten Bengkalls (R LR D S

12 Asnsten Koordlnator Kabupaten yaltu mereka yang setelah dlselek3| dan dlangkat

dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan‘
Desa serta dlbenkan penghasnlan sesuan dengan ketentuan yang berlaku dengan
tugas membantu koordlnator kabupaten yang mempunya| keahhan secara teknis
professmnal pada bldangnya yang berada dlbawah koordlnator kebupaten

‘ 13 Koordlnator Pendampmg Desa ngkat Kecamatan selanjutnya disebut Koordmator

Kecamatan yaltu mereka yang telah dlselek3| dan dlangkat dengan Keputusan Bupatl

' serta diberikan penghasuan sesual dengan ketentuan yang berlaku dengan tugas

*sebagal koordlnator pendamplngan dalam wnlayah kecamatan dan berkewajlan

.‘membenkan advoka3| blmbmgan motlvaS| pengawasan evalua5| dan melaporkan

i ’semua keglatan Pendamplng Desa kepada Koordlnator Pendampmg Desa ngkat

14 Asnsten Koordmator kecamatan adalah mereka yang telah dlseIek3| dan dlangkat

‘dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan

‘ E,Desa serta dlbenkan penghasﬂan sesual dengan ketentuan yang berlaku dengan

. tugas sebagan tenaga teknls yang profesnonal pada bldangnya yang berada dibawah

"."Koordlnator Kecamatan, dan berkewajlban membenkan advokas:, blmbmgan dan

. ;pelaksanaan keglatan pembangunan dan perekonomlan desa dalam membantu tugas

L Koordlnator kecamatan







’R 15 Spesralrs Kredlt M:kro adalah mereka yang telah dlseIeKS| dan drangkat dengan“

: Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa serta
'dlbenkan penghasrlan sesuar dengan ketentuan yang berlaku dengan tugas sebagal
tenaga tekms yang profesronal pada brdangnya yang berada dlbawah Koordmator
: VKabupaten dan berkewajrban membenkan advokasn blmbrngan dan pelaksanaan

: ‘kegratan pembangunan dan perekonomlan desa dalam pengembangan Usaha LR

" Ekonomi Desa Simpan Plnjam di Lokasi Keglatan o | Sl |
| ‘}16 Staf AS|sten Koordlnator Kabupaten yaltu mereka yang setelah drseleksr dan drangkat
‘dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan

'.f»,‘:-",,Desa serta dlbenkan penghasrlan sesual dengan ketentuan yang berlaku dengan ey

S tugas membantu koordinator kabupaten yang mempunyar keahhan secara teknis di | B

bidang admmrstrasn dan bertanggungjawab menyrapkan dan menylmpan admmlstra3|
. yang drperlukan oleh asrsten Koordlnator Kebupaten dan Koordlnator Kabupaten
| f 17. Program Penlngkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dlsmgkat PPKMP adalah
: program yang bertu;uan untuk: mempercepat penanggulangan kemrskman melalui
| E pemberdayaan masyarakat penyedlaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordmasn '
. serta srnergr sektoral dalam pembangunan desa secara partlsrpatlf _
’ 18 Pedoman Umum dan Petunjuk Tekms adalah Pedoman yang mengatur secara umum
dan’ Secara Tekms tentang penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat di !
Kabupaten Bengkalls e R *,f . ‘ L .

: 19. Ketua Pelaksana Tim Koordrnasn Pemblnaan dan Pengendalran PPD adalah Kepala_-

~ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan ‘Pemerintahan. Desa (BPM -PD) Kabupaten L '

Bengkalrs yang bertanggungjawab kepada Bupatl Bengkahs f

: ‘20 Dana Usaha Desa adalah dana yang dlsedrakan Pemenntah Kabupaten Bengkalrs T

dalam APBD melalm Bank Keprr Rrau dan BRI untuk DesaIKelurahan dalam rangka
pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten Bengkahs yang

bertUJuan untuk mendorong keglatan perekonomlan memngkatkan kegiatan o

berusaha masyarakat berpenghasrlan rendah, menghmdarkan masyarakat dari

: Praktek uon mendorong usaha sektor mformal untuk penyerapan tenaga kerja, dan v k

memngkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana serta memngkatkan
. keblasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertlb bagl masyarakat SRS
21. Rekenlng Dana Usaha Desa (DUD) adalah rekenlng yang dlbuka oleh |

Desa/Kelurahan pada Bank Rlau Kepn cabanglumt dan BRI Cabanglunlt yang

dltunjuk untuk menenma Dana Usaha Desa dari Pemenntah Kabupaten Bengkalls

22 Pemegang Otontas Rekenlng Dana Usaha Desa adalah orang-orang yang berhak L : o

o menandatangam penyaluran Dana Usaha Desa dari rekenlng Dana Usaha Desa ke
. rekemng UEDIK-SP yang terdiri dan Kepala DesaILurah Ketua LPMILKMD dan |
Wakil Perempuan yang d|p|||h melalur musyawarah DesalKeIurahan. dltetapkan}
Lo _dengan keputusan desa dan dlsahkan oleh Bupatr R e ‘







|

| 5"7«23 Pengawas umum Dana Usaha Desa adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa‘ '

(BPD) dltmgkat desa dan satu orang yang dlpl|lh meIaIun masyarakat kelurahan

dltmgkat kelurahan, yang dltetapkan oleh kepala desa/lurah . '

" 24 Usaha Ekonom| Desa/Kelurahan Simpan ijam yang dlsmgkat UEDIK-SP adalah’é

Lembaga Keuangan Mlkro (LKM) yang dlbentuk oleh Desa/Kelurahan melalun‘f ¥

musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari keglatan
SImpan pinjam masyarakat o < ‘; . o s
| 25 Rekenmg UEDIK adalah rekenlng yang dnbuka oleh pengelola UEDIK pada bank Riau
Keprl cabang/unit dan bank BRI “yang dltunjuk untuk menampung dana pinjaman ;
~yang disalurkan dari rekenlng desa serta menampung pengemballan dana pmjaman
dari masyarakat. - “ o S ; i
26. Rekenlng Slmpan ijam (SP) adalah rekenmg yang secara khusus untuk
~menampung dan menyalurkan dana keglatan snmpan plnjam masyarakat '
_Desa/Kelurahan. | ‘ s ' g | i |

27. Pemanfaat Dana Usaha Desa/KeIurahan adalah anggota masyarakat yang
memanfaatkan Dana Usaha Desa dan memenuhu persyaratan sesual Petunjuk
Teknis. R : ST SR |

o 28.Rekening Induk adalah Rekemng Glro yang dlbuka oleh Pemermtah Kabupaten dan o

Kecamatan d| Bank Kepn R|au terdekat untuk menampung Dana Usaha Desa dan

Kas Daerah, untuk selanjutnya dl salurkan ke Rekenmg Dana Usaha Desa sesuai |

“dengan lokasi dan alokasi yang dltetapkan 5'

- 29 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memlllkl batas-batas wulayah yang .

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat |st|adat setempat yang dlakm dan dlhormatl dalam
~_ sistem Pemenntahan Negara Kesatuan Republlk Indonesua o : '
30.Kelurahan adalah Wllayah kena Iurah sebagan perangkat Daerah Kabupaten / Kota |
dalam W|Iayah kerja Kecamatan ‘ i :

| 31 Usaha perekonomlan desalkelurahan adalah semua usaha ekonoml yang dlusahakan R

oleh masyarakat desa/kelurahan dan untuk masyarakat desa/kelurahan balk secara}
perorangan atau secara kelompok ' ’ .

‘1_32 Keputusan Desa adalah kebuaksanaan yang telah dltetapkan oleh kepala desa

setelah d|musyawarahkanldlmufakatkan dengan badan perwakllan desa serta telah o

mendapatkan pengesahan dari Bupatn

. - 33 Keputusan Kepala Desa’ adalah kebuaksanaan yang merupakan pelaksanaan dari

keputusan desa yang menyangkut pemenntahan dan pembangunan di desa

" sepanjang tldak bertentangangn dengan kepentlngan umum maupun peraturan f"i-

perundang-undangan yang berlaku
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~ '-}34 Usaha Ekonomr Desa/KeIurahan Srmpan Prnjam (UED/K-SP) adalah suatu Iembaga_
yang bergerak drbrdang srmpan prnjam ‘dan . merupakan mrlrk masyarakat _(

desalkelurahan yang drusahakan serta drkelola oleh masyarakat desa/kelurahan

Desa | dan drtetapkan dengan keputusan kepala desa terdln dan 4 (empat) orang |’ :
yartu ketua, kasir dan tata usaha staf analrsa kredrt yang tugasnya mengelola’;_ :

_ kegiatan UED/K-SP. I R ; 1' ; :
36 Pengembangan UED/K—SP adalah Suatu upaya menrngkatkan permodalan dan
menambah jumlah modal UED/K-SP ‘ P ‘

37 Modal ‘kerja UED/K-SP adalah Modal usaha untuk keglatan bagr anggota dalam‘r, :

rangka menumbuh kembangakan usaha-usaha ekonomr produktrf dipedesaan dan
' kelurahan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalrs masyarakat,
lembaga perbankan dan sumber-— sumber Iarn yang sah dan tldak mengrkat

: "38 Simpanan pokok adalah Slmpanan yang drwajrbkan kepada setrap anggota pada saat .

akan menjadi anggota

i 35 Pengelola UED/K—SP adalah warga masyarakat yang drprlrh melalur hasil Musyawarah -

‘ 39 Braya operasronal UED/K-SP adalah Braya yang drbutuhkan oleh UEDIK-SP sepertr

pengadaan alat—alat tulrs kantor transportasr pengelola blaya keperluan kantor‘:f o

Iarnnya secara bertahap

' 40 Keglatan Frsrk adalah suatu pekerjaan mfrastruktur De’s\alkélu'rahan sepérti»%
pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Desa/kelurahan misalnya jalan"
desalkelurahan jembatan desa/kelurahan gorong-gorong, pasar desa dli. Tidak :
termasuk dalam kegratan f srk yartu pengadaan sarana kantor ( meubeler ),=,’

penggandaan alat tulis kantor dan hal hal yang sejenrs dengan |tu

”41 Rencana Ker]a dan Anggaran Desa yang selanjutnya drsrngkat RKA Desa adalah |
dokumen perencanaan dan pengganggaran yang bensr rencana pendapatan rencana |-
belanja kegratan dan desa serta rencana pembrayaan sebagal dasar penyusunan

. 1

APBDesa

~‘42 Program adalah penjabaran kebrjakan desa/kelurahan dalam bentuk upaya yangi
“berisi satu atau Iebrh kegratan dengan menggunakan ‘sumber daya yang drsedrakan'.

untuk mencapar hasrl yang terukur sesuai dengan misi desalkelurahan

. ",bagran dari pencaparan sasaran terukur pada suatu program dan terdrrr darr
: ‘"sekumpulan trndakan pengerahan sumber daya bark yang berupa personrl ( sumber

'—‘daya manusia ), ‘ barang modal termasuk peralatan dan . teknologr dana atau

RE B ‘;,‘ikombrnasr dari beberapa atau kesemua jenls sumber daya tersebut sebagar masukan

‘ :~”"ff(rnput) untuk menghasrlkan keluaran (out put) dalam bentuk barangfjasa

44 Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya drsebut Rencana

Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasrl musyawarah masyarakat desa

tentang program dan kegratan yang akan drlaksanakan untuk perrode 1 (satu) tahun ‘~

B
o
1

i ,',43 Kegratan adalah bagran darr program yang drlaksanaan oleh desa/kelurahan sebagar g







1'4'5'Re'nc'ana Pembangiman Jangk'ar"Menengah‘ Desa 'yang "ie;élanjutﬁya' disingkat | |

- RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (hma) tahun.

46.Alokasi Dana Desa adalah bagran dana Perrmbangan keuangan Pusat dan Daerah .

. yang drtenma oleh Kabupaten untuk Desa sebagal salah satu sumber Pemblayaan

Program Pemenntahan Desa dalam melaksanakan Keglatan Pemerlntahan dan}g

i

Pemberdayaan Masyarakat '- EDACIR S B

" ﬂ' 47. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya dlsrngkat APBDes adalah rencana
keuangan tahunan pemenntahan desa yang dibahas dan dlsetUJUI bersamag .
: pemerrntah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dan drtetapkan dengan |

- peraturan desa. ST s

r BABN [
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA {
8 Pasal2 . Sah

(1) Keuangan desa drkelola berdasarkan azas-azas transparan akuntabel pamsrpatrf

serta dilakukan dengan tertib dan drsrphn anggaran AT ; :

: ,'(2) Pengelolaan keuangan desa sebagarmana dlmaksud ayat (1) drkelola dalam masa 1 i

(satu) tahun anggaran yakm mular tanggal 1 Januan sampar tanggal 31 ‘Desember.

\ BABIN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

'(1)Struktur organlsasr Pendamplng Desa merupakan Struktur Orgamsasr Program- :
-Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) terdm dari dua jalur yaitu . -

~ jalur  struktural dan jalur fungsional, yang melrputr pelaku mular darr trngkaf; '

desalkelurahan sampar ke tmgkat kabupaten

‘(2) Yang dlsebut dengan jalur struktural adalah pelaku-pelaku dari. Aparaturr?
- Pemerintahan mulai' dari - tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat
kabupaten, sedangkan jalur fungsional adalah - pelaku-pelaku yang berasal dari 1

komponen masyarakat profesronal dan swasta terutama Fasrhtator Program

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dlangkat Spesralls Kredrt Mikro (SKM)‘ : N
untuk menyiapkan laporan dan data keuangan pada keglatan PPD dengan Tugas dan‘ N

§ .
Bt
!

L Tanggungjawab sebagal benkut

a. "Melakukan pemantauan dan memberrkan superwsr kepada pelaku PPD

- dilapangan dalam pengembangan usaha kecil dan simpan pinjam di Lokasi PPD.

' b. Melakikan Kajian praktis terhadap lembaga Pengelola UED/K-SP daﬁ?%f

E o merumuskan pola pengembangan dan penguatan kelembagaannya

e Menyusun panduan praktis ‘untuk penguatan kelembagaan usaha rnasyarakat

pedesaan, memfasiltasi bimbingan dan pelatihan.
Menyiapkan laporan (fakta dan analisis) perkembangan usaha ekonoml PPD

o

“e. Melakukan ' pelatihan terhadap Koordinator Daerah Pendampmg Desa dan

T Pengelola UED/K-SP dalam bldang keuangan .







f.

Menglkutl Rakor Bulanan PPD setlap bulan yang dllaksanakan dl Kabupaten dan
memberikan saran/pendapat untuk perbaikan program. -

. .SKM bertanggungjawab kepada koordlnator kabupaten dalam mensukseskan
~kegiatan PPD. . - ‘
Membuat dan menylapkan Iaporan Keuangan bulanan tepat waktu Iaporan'
reguler, laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lamnya sesuai dengan
keperluannya, diserahkan kepada koordinator kabupaten untuk diteruskan kepada
' Kepala Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa ‘

Kabupaten Bengkalrs SITIRER L o

' !

(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas koordrnator kabupaten dalam

rangka memngkatkan program penlngkatan keberdayaan masyarakat desalkelurahan' o
- di Kabupaten Bengkalls maka drrekrut asrsten koordmator kabupaten dan staf asrsten !

koordinator kabupaten dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagal berlkut

S ar

'Membantu membenkan saran dan masukan kepada T|m Koordmasr Kabupaten

Membenkan bantuan teknls yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha
DesalKelurahan serta keglatan brdang sektoral R : ] . o
Memberlkan saran dan pertlmbangan kepada koordmator kebupaten terhadap
kuahtas tekms dan kelayakan ekonomr usulan keglatan serta proses verifikasi. -

Membantu menyusun pnontas kebutuhan pelatlhan pengembangan paket-paket

. ~\pe|at|han yang tepat bagr pengelola UED/K kelompok masyarakat kader

pembangunan masyarakat dan masyarakat umumnya drtlngkat kabupaten

Bersama satgas Kecamatan membantu forum Musyawarah Perencanaan‘
‘vPembangunan (Musrenbang) Kecamatan dlprlontaskan yang desalkelurahan
mendapatkan ankasr dana DUD/K jumlah besar dan menglkutl Musrenbang di

!

tingkat kabupaten

Membantu melakukan supervrsr dan monltorlng untuk memastrkan prosedur Dana -
~ Usaha DesaIKelurahan dualankan dengan balk dan benar ‘ R
Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegratan dan dlsampalkani

l

Membuat Iaporan mdlvrdu bulanan dan dlsampalkan kepada Sekretanat BPM PD' -

i

‘kabupatenbengkalls SERE N S R

Membantu menylapkan merekap dan menyempumakan dokumen RPJMDes dan

'RPTDIK untuk selanjutnya drbawa pada musrenbang Kabupaten E

Membenkan saran dan petunjuk kepada koordlnator kabupaten mengenar upaya- :
upaya yang perlu dllakukan agar program tetap berfungsr secara berkelanjutan
.. Melakukan evaluasr klnerja terhadap Pendampmg Desa/KeIurahan secara

penodlk dan melaporkan kepada sekretanat BPM PD. ' L

_,dalam menyukseskan keberhasrlan Program Penmgkatan Keberdayaan“_
;,Masyarakat Perdesaan (PPKMP) iy - ~

- kepada Sekretanat BPM PD Kabupaten Bengkahs dengan tembusan Bupatl o
'}melalu1T|m Koordinasi PPKMP. =~ =~ - b »







o l Membantu melakukan venf kasr Iaporan program dan Iaporan mdrvrdu yang dlbuat:l ‘ﬁ' “ Sa
: - oleh Pendamprng Desa v : - S e

‘, m Mengrkutl rapat koordrnasr bulanan d| Kabupaten dan rapat Iarn yang dlanggap \

- perlu.

. ffleerekapltulasr data masyarakat mlskrn untuk dlkoordmaSIkan tlngkat Kabupaten’ o

e dan BPM PD

(5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas koordlnator kecamatan dalam'
o rangka menlngkatkan program pemngkatan keberdayaan masyarakat desa/kelurahani:é ; 4
di Kabupaten Bengkalrs maka drrekrut aS|sten koordmator kecamatan dengan Tugas o
dan Tanggungjawab sebagan benkut S | N
o a.

kecamatan dan drkoordmasrkan dengan koordmator kabupaten dan Badan "

PR
R S

Membenkan saran dan masukan kepada Koordlnator Kecamatan dalam ,

‘, menyukseskan keberhasrlan Program Pemngkatan Keberdayaan Masyarakat f
}_’Perdesaan (PPKMP) R ' '

Membenkan bantuan tekhms yang dlbutuhkan koordlnator dalam pelaksanaani;{

| Dana Usaha DesaIKeIurahan serta keglatan bldang sektorallpembangunan T
Membenkan saran dan pemmbangan kepada koordrnator kecamatan terhadap} b
, kualitas tehnls dan kelayakan usaha keglatan ekonomr serta proses venf kasr dr H
v%‘tlngkatdesa S e ;
. Mambantu menyusun pnontas kebutuhan pelatlhan pengembangan paket—_ ;
s paket pelatlhan yang tepat bagr Pengelola UED/K—SP kelompok masyarakat |

.'Kader Pembangunan Masyarakat dan masyarakat umumnya dltlngkat A

‘Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa :

. Membantu melakukan supervrsr dan momtorrng untuk memastrkan prosedur
~Dana Usaha Desa/Kelurahan dualankan dengan bark dan benar v :
;"Membuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan dan” dusampalkan‘ o

o kepada Koordmator Pendampmg Kabupaten untuk dlrekap drtlngkat kabupaten

Kabupaten Sl

i",upaya-upaya 'yang - perlu' ‘

. Membuat Laporan Keglatan Harran yang dlketahw koordlnator kecamatan
~ dengan tembusan kepada Sekretanat Pemblnaan PPKMP Kabupaten (BPM— |
PD). oo o e e o ot
. Membantu menyrapkan merekap dan menyempurnakan dokumen RPJM dan'f "

RPTD/K tlngkat kecamatan untuk selanjutnya dlbawa pada musrenbang

Membenkan saran dan petunjuk kepada koordlnator kecamatan mengenal

berkelanjutan

Asrsten dan staf asrsten Koordrnator Kecamatan bertanggungjawab kepadaj .
| Koordrnator Kecamatan dalam mensukseskan keglatan PPKMP :

"'ak”ka" agar Program tetap berfungsr secara“g’" o






k. Membantu melakukan Verifika3| laporan' program dan . laporan individu yang
dibuat oleh Pendamplng Desa/KeIurahan serta Iaporan program dan laporan
7 |nd|V|du yang dlbuat oleh koordlnator kecamatan

l. Menglkutl rapat koordlnaS| bulanan di kecamatan dan rapat Ialn yang dlanggap %

-perlu dengan berkoordmasn dengan Koordmaor Kabupaten.

B8 (6)' Untuk membantu kelancaran ‘pelaksanaan ‘Program Peningkatan Keberdayaan
~ Masyarakat - Perdesaan maka dltunjuk Koordlnator Daerah dan Asisten: Koordinator
Daerah Provinsi sebagal Fasmtator Tlngkat Kabupaten dan Pendamplng Desa
iy Provinsi sebagai Fasmtator Tlngkat Desa untuk memblna ‘Koordinator dan
: Pendamplng Desa/Kelurahan yang ada di wnlayah Kabupaten Bengkalls dengan
Tugas dan Tanggungjawab sebagal benkut :
| i
a. Memberlkan saran dan masukan kepada T|m Koordlnator kabupaten dalam
menyukseskan keberhasnlan Program Pemberdayaan Desa (PPKMP)
b. Membenkan bantuan teknls yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha
: Desa/KeIurahan serta keglatan bldang sektoral
c. Membenkan saran dan pertlmbangan terhadap kualltas teknis dan kelayakan
‘ ekonoml usulan keglatan serta proses vern‘" kaSI
d‘.j Menyusun prlorltas kebutuhan pelatlhan pengembangan paket-paket pelatihan

| yang tepat bag| pengelola UED/K kelompok masyarakat kader pembangunan
vmasyarakat dan masyarakat umumnya dltlngkat kabupaten

'e.‘ Melakukan superVIS| dan momtonng untuk memastlkan prosedur Dana Usaha

Desa/KeIurahan dualankan dengan baik dan benar

- f. ‘Memberlkan saran dan petunjuk mengenal upaya- upaya yang perlu dilakukan

agar program tetap berfungsn secara berkelanjutan

g.‘ Memfasﬂutasn kepada mstansn Teknls dalam penerapan teknologl ‘baru yang

berkaltan dengan petanlan peternakan penkanan per<ebunan dan lain-lain
dalam rangka menlngkatkan produktn‘”tas dan kuahtas‘ untuk menlngkatkan
kesejahteraan masyarakat
) h.' MemfasmtaSI jarlngan kemltraan dengan dunla usaha dan swasta untuk
mendukung pengembangan keglatan PPKMP terutama keglatan Dana Usaha

Desa/Kelurahan

i.” Melakukan evaluaS| klnerja terhadap Pendamplng Desa/KeIurahan Kabupaten
Bengkalls secara perlodlk dan melaporkan kepada sekretarlat BPM- PD

J Membantu penyelesalan permasalahan ‘yang terjadl sepertl tunggakan
plnjaman penyalahgunaan wewenang,‘segala yang bertentangan JUKNIS

, serta peraturan yang berlaku




k.

(1) Spesralls Kredrt M|kro AS|sten Koordlnator Staf AS|sten Koordrnator dan Fasrlltator' o

| dlberlkan bantuan tunjangan penghasnan beban kerja

' "pemanfaat UEDIK serta masyarakat

kebutuhan dldesa dan. kecamatan dalam menunjang program PPKMP untuk |

Fasmtator Trngkat Kabupaten dan Fasmtator Trngkat Desa bertanggungjawab_‘ff’gj
: _kepada Sekretarlat BPM PD dalam menyukseskan PPKMP ‘ 2

p. o A

(2) Bantuan tunjangan penghasnan beban kerja sebagalmana tersebut pada ayat (1){ B

dlbayarkan setlap bulan selama 12 bulan dan pelaksanaan pembayaran mula| dari =

buIan Januarl sampal dengan Desember

(3) Besar batuan tunjangan penghasrlan beban kerja sebagarmana tersebut pada ayat (1); ’
e Sebagal benkut ‘ - e . i

a.

° 80 o

=h

(1) Pelaporan pelaksanaan program menglkutl prosedur yang ada dllakukan denganf i
cepat dan tepat dan mrnlmal harus menglnforma3|kan hal- haI sebagal berlkut

: a.
b.

c. VPerkembangan pelaksanaan keglatan dan keuangan : » B
d.v'PermasaIahan permasalahan yang dlhadapl dan Iangkahflangkah_yang'akarir

S dltempuh

}A3|sten Koordlnator Kabupaten Rp 3 500 000 perbulan

: Rp 150000 perbulan G amman T ‘
Fasmtator ngkat Kabupaten UED/K—SP Rp 2 000 OOO perbulan .
g Asrsten Fasrlltator Tlngkat Kabupaten UED SP Rp.1. 500 000 perbulan

SpeS|aI|s Kredlt Mlkro Kabupaten Rp 3 500 000 perbulan :

AS|sten Koordlnator kecamatan Rp 3 000 000 perbulan e
Staf Asrsten Koordlnator Kabupaten Rp 1. 500 000 perbulan
Otorltas Pengawas Umum KPM dan Pengelola UED/K-SP desa/kel

Fasrhtator Tlngkat Desa/Kelurahan Rp 500 000 perbulan -

BAB IV
PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
’ Pasal 5 ‘ ‘

Persrapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat

_Perkembangan penggunaan dana dar| berbagal jenls keglatan yang tennci L

Idalam komponen dan kategorl serta sumber pemblayaan program

Memfasrllta3| pelatlhan dengan dlnas terkart d| kabupaten sesual dengan



‘ (2) Pelaporan merupakan proses penyaluran mformasn dan satu jenjang kepada jenjang
dlatasnya |nformaS| akan berguna apablla | "
‘ a - Sesuai dengan kebutuhan (terkalt dengan tugas dan tanggungjawabpenerima
' Laporan) S i y , B | ‘
b Tepat waktu Akurat Berasal darl sumber yang tepat

'(3) Pelaporan UED/K-SP Ketua Pengelola UED/K-SP melaporkan perkembangan
' pelaksanaan keglatan dan keuangan kepada Kepala Desa/KeIurahan dengan
tembusan kepada Pendampmg Desa setlap bulannya dlsampalkan pada akhlr bulan
berjalan Laporan bulanan UED/K-SP mellputl S ; ' |

’Laporan keuangan lengkap.

. Laporan perkembangan plnjaman dan pengemballan
f :Laporan permasalahan yang dlhadapl dan Iangkah penanganan‘;
. Copy rekenmg | i = Sl -
; Jumlah danj jenls usaha serta besarnya plnjaman
~ Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat '

'Rencana kerja dan reallsaS| keglatan UED/K

T c.d r" .mc‘ o 0o T oo

. Perkembangan keglatan snmpan plnjam anggota o

(4) Pemblnaan pengawasan dan pengendahan atas pengelolaan Alokasn Dana Desa dan
APBDes dllaksanakan oleh Kepala Desa PPTK Pendamplng Desa, Pelaksana
. Keglatan Fisik, Penanggung Jawab AdmlnlstraSI Keuangan Koordlnator Kecamatan

. dan Kordlnator Kabupaten

| (5) AlokaS| Dana Desa ( ADD ) yang merupakan dana penmbangan darl pemenntahan :
‘ Kabupaten kepada Pemerlntahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan

pemerlntahan dan pemberdayaan masyarakat

3 4(6)AlokaSI Dana Desag: berasal dan APBD yang bersumber dan baglan dana_é‘

penmbangan keuangan pusat dan daerah yang dlterlma oleh kabupaten untuk Desa o

pahng sedikit 10% (sepuluh persen)




(1) Pemantauan adalah keglatan pengumpulan rnformasr yang drla <ukan secara penodrk i s

untuk memastlkan apakah suatu keglatan sudah drlaksanakan sesuai dengan c

rencana Pemantauan adalah proses yang drlakukan secara terus menerus, kontrnyu_ ; S

sepanjang perrode program

(2) Pelaku Pemantauan dapat dllakukan oleh semua prhak terutama oleh pelaku-pelaku 1 ~{:;

fprogram L r

. a.lAparat Pemerrntah pada berbagar tlngkatan (Tlm Koordmasr Pembrnaan dan "
; Pengendalran lKabupaten Camat Kades/Lurah).: * '

Anggota DPRD Kabupaten

BPM- PD ,

o Koordrnator Kabupaten

BPD. i

Masyarakat Desa/Kelurahan ; : : o

;’Lembaga yang drtugaskan khusus untuk melakukan pemantauan

T a ™o a0 p'

. Oleh plhak Ialn yang mempunyal kepentmgan

@) Kegratan evaluasr dlmaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan*

- lkemajuan yang telah drcapal dalam pelaksanakan program selama periode tertentu. .

Evaluasi dapat drlakukan secara parsral atau secara menyeluruh seluruh aspek o

' ‘pelaksanaan PPPM yang memuat data serta anahsa yang menyeluruh srstematls i
serta ob]ektrf untuk mengukur tlngkat keberhasrlan PPPM sebagar sebuah program

unggulan dalam mendukung upaya menanggulangr masalah Kemrskrnan, danf i

: Ketertlnggalan Infrastruktur di Kabupaten Bengkalrs




